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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang  

Shari @’at Islam menetapkan aturan waris dengan teratur dan adil. Di 

dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-

laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Al-Quran telah menjelaskan 

secara rinci mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan hak waris tanpa 

mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya 

dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia anak, ayah, 

istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas suadara 

seayah seibu.
1
 Sebagimana firman allah dalam al-Quran surat Al-Nisa’ ayat 

11: 

                               

                                 

                                  

                               

                      

Allah menshari@́ atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian 

warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bahagian seorang anak lelaki 

sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu 

semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagi 

mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika dia (anak 

perempuan) itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah (harta 

yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-

                                                 
1
 Muhamad ali ash-shabuni, al-maris fisy syarii’ati ilamiyah ‘alaa dhau’ al-kitab was sunah, 

terjemahan  A.M.B asmalah, (Jakarta: Gema Insani Press,1995), 32 
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2 

 

masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang 

meninggal) mempunyai anak, jika dia (yang meninggal) tidak 

mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka 

ibunya mendapat sepertiga, jika dia (yang meninggal) itu 

mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. 

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat 

yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) 

orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di 

antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah 

ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Bijaksana.
2
 

 

Berkaitan dengan masalah tersebut, maka dibuat suatu ketentuan 

yang berhubungan dengan proses berpindahnya harta dari orang yang 

meninggal dunia kepada pihak yang masih hidup tersebut diatur dalam 

hukum waris atau dalam ajaran Islam di kenal dengan ilmu mawaris, fiqh 

mawaris. Secara terminologis, fiqh atau ilmu yang mempelajari tentang 

siapa orang-orang yang termasuk ahli waris, siapa yang tidak, berapa bagian-

bagianya dan bagaimana cara menghitungnya.
3
 

Untuk dapat  terjadinya saling mewarisi dalam proses waris harus 

memenuhi beberapa syarat. Pertama meninggalnya muwaris, kedua hidupnya 

ahli waris, ketiga adanya hubungan nasab, keempat tidak ada sebab-sebab 

penghalang waris.
4
 Selain syarat-syarat saling mewarisi, hukum islam juga 

mengatur sebab-sebab yang dapat menjadikan seseorang terhalang untuk 

menerima waris, yaitu: perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama. 

                                                 
2
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya,( Surabaya: Al-Hidayah, 2002). 63 

3
 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995), l2 

4
 Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2011),  62 
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Ketiga hal tersebut pada dasarnya merupakan kondisi yang menyebabkan 

para ahli waris tidak berhak untuk memperoleh bagian asalnya.
5
 

Diantara Beberapa penghalang kewarisan yang menjadi alasan tidak 

adanya hak waris yang dibahas pada pembahasan  ini  perbedaan  agama. 

Perbedaan  agama adalah perbedaan kepercayaan antara pewaris dengan ahli 

waris sehingga terhalang  menerima hak waris, misalnya ahli waris beragama 

Islam, pewarisnya beragama Kristen, atau sebaliknya.
6
 Sebagaimana hadits 

Rasulullah sebagai berikut: 

 بن علي عن شهاب ابن أنا معمر حجثنا جعفر بن محمد حدثنا أبن حدثني الله عبد حدثنا
 يرث   لَ  قاَلَ  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن زيد بن أسامة عن عثمان بن عمرو عن حسين
  .الكافَِرَ  المسلِم   يرَِث   وَلَ  المسلْمَ  الكَافِر  

‚Tidaklah berhak seorang Muslim mewarisi orang kafir, dan tidak 

pula orang kafir mewarisi Muslim.‛
7
 

Berdasarkan hadits di atas madhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali 

(jumhur ulama menegaskan) bahwa seorang muslim tidak berhak mewarisi 

harta kerabatnya yang telah murtad. Sebab, menurut mereka, orang yang 

murtad berarti telah keluar dari ajaran Islam sehingga secara otomatis orang 

tersebut telah menjadi kafir.
8
 

Kompilasi hukum islam (KHI) merupakan perangkat hukum yang 

secara formal dan materiil memberikan landasan yuridis mengenai 

pelaksanaan kewarisan bagi warga negara yang beragama Islam, 

                                                 
5
 Muslich Maruzi, Pokok-pokok Ilmu Waris , (Semarang: Pustaka Amani, 1981), 13 

6
 ibid,  35. 

7
 Ima>m al-Bukha>ry, Sah}i>h} al-Bukha>ry, Juz IV, (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2008), 325. 

8
 M.Sanusi, Paduan lengkap dan mudah membagi harta waris, (Jogjakarta: Diva Press, 2012), 84 
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merumuskan peraturan yang  lebih  spesifik Dalam  pasal 171 huruf b KHI 

menyatakan ‚Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang 

dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, 

meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan‛.
9
 Pasal 171 huruf c 

menyatakan: ‚Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah 

atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak 

terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ‛.
10

 Pasal ini menjelaskan 

bahwa ahli waris harus beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris 

sehingga berimplikasi bahwa jika tidak beragama Islam maka tidak dianggap 

sebagai ahli waris dari pewaris muslim.
11

  

Adapun untuk mengidentifikasikan seorang ahli waris beragama 

Islam dalam pasal 172 KHI dinyatakan bahwa ahli waris dipandang 

beragama Islam diketahui dari kartu identitasnya atau pengakuan atau 

amalan atau kesaksian, sedangkan untuk bayi yang baru lahir atau anak yang 

belum dewasa, agamanya menurut ayahnya atau lingkungannya.
12

 

Pengadilan agama sebagai peradilan yang khusus bagi orang Islam 

tentu berbeda dengan peradilan umum, dilihat prinsip-prinsip persidangan 

pengadilan agama sebagai berikut :  

1. Personalitas keislaman 

2. Persidangan terbuka untuk umum 

3. Persamaan hak dan kedudukan dalam persidangan 

                                                 
9
 KHI  Pasal 171 Huruf b 

10
 KHI Pasal  171 Huruf c 

11
Drs. H. Abd. Salam,S.H. M.H, Badilag.net ‚Mengkonstruksi penerapan wasiat wajibah bagi ahli 

waris non muslim‛  
12

 KHI  Pasal  172 
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4. Hakim aktif memberi bantuan 

5. Setiap berperkara dikenakan biaya 

6. Persidangan harus majelis.
13

 

 

Prinsip personalitas keislaman merupakan asas yang pertama. Yaitu 

asas yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan 

peradilan agama, yakni mereka yang mengaku pemeluk agama Islam. Jadi 

penganut agama non Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa tunduk 

kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama.
14

 

Yang menjadi patokan pada penerapan asas personalitas keislaman 

adalah patokan umum dan patokan saat terjadinya hubungan hukum. Jika 

dilihat pada patokan yang umum, maka keislaman seseorang cukup diketahui 

pada faktor-faktornya, artinya jika ia mengaku beragama islam maka pada 

dirinya sudah melekat personalitas keislamannya. Faktanya cukup dilihat 

pada identitas yang dimiliki orang tersebut, seperti Kartu Tanda Penduduk 

(KTP), SIM atau tanda bukti lainnya. 

Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga kehakiman yang ada 

di Indonesia, didaulat untuk menerima, memeriksa, mengadili perkara-

perkara orang Islam yang berdasarkan hukum Islam.
15

 Hal ini tercantum 

dalam undang-undang no 3 tahun 2006 pasal 49  tentang peradilan agama 

yang berbunyi: ‚Pengadilan Agama (PA) bertugas dan berwenang 

                                                 
13

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara perdata Dilingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: 

Prenada Media, 2006), 195 
14

M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Aacara Peradilan Agama, (Jakarta : Sinar 

Grafika, 2005), 56 
15

 Lanka Asmar,S.H.i, M.H. Badilag.net ‚Perlakuan Waris Islam Non Muslim‛ 
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memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara 

orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, 

hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah‛.
16

 Salah satu 

diantaranya adalah mengenai perkara waris yang menjadi dasar kompetensi 

absolut di lingkungan PA. 

Meskipun ketentuan KHI menyatakan, seorang pewaris dan ahli 

waris harus beragama Islam, dan telah dikuatkan jumhur ulama’ berdasarkan 

hadist yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan waris mewarisi 

antara seorang muslim dan non muslim. Tapi pada prakteknya di pengadilan 

agama, ada putusan hakim yang memberikan hak waris kepada ahli waris 

yang beda agama. 

Diantaranya Pengadilan Agama Surabaya. Salah satu putusan 

Pengadilan Agama Surabaya adalah putusan dengan perkara Nomor 262/ 

Pdt.P/2010/Pa.Sby tentang permohonan penetapan ahli waris yang telah 

diajukan oleh para pemohon. Dalam  keterangannya  telah meninggal dunia 

seorang perempuan bernama ibu painem yang beragama Islam, dan semasa 

hidupnya almarhumah tidak mempunyai keturunan sehingga tidak memiliki 

ahli waris kecuali para pemohon yang merupakan keponakan dari 

almarhumah.  

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya memeriksa 

permohonan ini untuk menetapkan  ahli waris dari almarhumah (ibu painem). 

Dalam pemeriksaan tersebut  ditemukan bukti-bukti tentang  adanya 

                                                 
16

 Undang-Undang  No 3 Tahun 2006 Pasal  49 Tentang Peradilan Agama 
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penghalang yang menyebabkan  salah satu  seorang pemohon terhalang 

untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah karena beda agama, 

sesuai yang dimaksud pada pasal 171 huruf (c)  Kompilasi Hukum Islam. 

Walaupun salah satu seorang pemohon  terhalang untuk ditetapkan sebagai 

ahli waris dari almarhumah, namun dalam putusan Pengadilan Agama 

Surabaya ia berhak memperoleh harta waris dari almarhumah yang beragama 

Islam sebesar yang seharusnya ia terima sebagai ahli waris. Sesuai dengan 

yurispudensi mahkamah agung Nomor: 368K/AG/1995 dan Nomor: 51 

K/AG/1999. 

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut tentang bagaimana pertimbangan hukum dan dasar hukum hakim 

PA Surabaya dalam memberikan penetapan  bahwa ahli waris yang beda 

agama memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris yang muslim. 

Untuk lebih jelasnya akan penulis susun dalam bentuk skripsi dengan judul 

‚Analisis Yuridis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No: 262/ 

Pdt.P/2010/PA.Sby Tentang Permohonan Penetapan Ahli Waris Beda 

Agama‛. 

B. Identifikasi masalah dan Batasan Masalah 

1.  Identifikasi masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di 

atas, maka masalah  yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Sebab-sebab  kewarisan dalam Islam. 

2. Sebab-sebab penghalang kewarisan dalam Islam. 
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3. Asas-asas hukum pewarisan Islam. 

4. Asas-asas hukum peradilan agama. 

5. Kewenagan relatif Pengadilan Agama dalam mengadili dan 

memutus parkara waris. 

6. Kewenagan absulot Pengadilan Agama dalam mengadili dan 

memutus parkara waris. 

7. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam 

parkara No: 262/Pdt.P/2010/ PA.Sby. tentang Penetapan Ahli Waris 

Beda Agama. 

8. Dasar hukum hakim  Pengadilan Agama Surabaya dalam parkara 

No: 262/ Pdt.P/2010/PA.Sby. tentang Penetapan Ahli Waris Beda 

Agama. 

2. Batasan masalah 

    Berdasarkan identifikasi masalah di atas yang masih luas dan 

umum, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini sebagai 

berikut: 

1. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam 

parkara No: 262/Pdt.P/2010/PA.Sby. tentang Penetapan Ahli Waris 

Beda Agama. 

2. Dasar hukum hakim  Pengadilan Agama Surabaya dalam parkara 

No: 262/ Pdt.P/2010/PA.Sby. tentang Penetapan Ahli Waris Beda 

Agama. 
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C. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti membuat rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apa Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam 

parkara No:262/Pdt.P/2010/PA.Sby.tentang Penetapan Ahli Waris 

Beda Agama? 

2. Apa Dasar hukum hakim  Pengadilan Agama Surabaya dalam parkara 

No:262/Pdt.P/2010/PA.Sby.tentang Penetapan Ahli Waris Beda 

Agama? 

3. Bagaimana Analisis Yuridis penetapan Pengadilan Agama Surabaya 

No:262/Pdt.P/2010/ PA.Sby Tentang Permohonan Penetapan Ahli 

Waris Beda Agama? 

D. Kajian pustaka 

Sebelum menentukan judul proposal, penulis melakukan kajian 

review terdahulu terhadap skripsi-skripsi yang sudah dilakukan 

menyangkut warisan beda agama, diantaranya adalah: 

Karya Jajang Wihana tahun 2012, mahasiswa jurusan al-Ahwal al- 

Syakhshiyyah Fakultas syar’iah Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang Skripsi yang berjudul ‚Tinjauan Ushul Fiqih Terhadap 

Fatwa Yusuf Al- Qarlhawi Tentang Kebolehan Seorang Muslim Menerima 

Warisan Dari Kerabat Non Muslim‛. Dalam skripsi ini, penulis menyatakan 

bahwa Yusuf Qardlhawi membolehkan seorang muslim menerima harta 

warisan dari non muslim. Ini berawal dari salah satu dari kaum minoritas 
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yang beragama Islam di Barat yang baru saja menjadi Mukalaf. Ia harus 

taati ajaran Fiqh klasik yang mengajarkan bahwa muslim tidak boleh waris 

mewarisi dengan pemeluk agama lain, sedangkan undang-undang Barat 

mengaharuskan dia untuk menerima harta warisan tersebut. Kemudian ia 

meminta fatwa kepada Yusuf al-Qardlhawi. Dalil Qardlhawi dalam 

berfatwa mengenai hal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar, 

Mu’awwiyah dan Muazd tentang ketinggian agama Islam dari agama-

agama lainnya, sehingga Islam boleh menerima harta warisan dari kafir. 

Selain itu Yusuf al-Qardlhawi mengqiyaskan masalah waris di atas dengan 

kebolehan seorang muslim menikahi perempuan-perempuan kafir, sedang 

mereka tidak diperbolehkan menikahi perempuan-perempuan muslim. 

Karena hal tersebut, Qardlhawi berpendapat bahwa kaum muslim berhak 

menerima harta warisan dari kaum kafir, sedang kaum kafir tidak boleh 

menerima harta warisan dari kaum muslim.
17

 

Karya Istiarini Cahyaningsih tahun 2010, mahasiswa  jurusan 

Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta skripsi yang berjudul ‚Analisa Putusan 

Pengadilan Agama Depok Tentang Ahli Waris Beda Agama dan Perkara 

Yang Diputus Secara Ultra Petita: Perkara No. 318/Pdt.G/2006/PA.Dpk‛. 

Dalam skripsi  ini membahas mengenai perkara gugat waris yang diputus 

secara ultra petita, yaitu hakim telah memberi putusan melebihi apa yang 

                                                 
17

Jajang Wihana, ‚Tinjauan Ushul Fiqih Terhadap Fatwa Yusuf Al- Qarlhawi Tentang Kebolehan 
Seorang Muslim Menerima Warisan Dari Kerabat Non Muslim‛, (Skripsi--UIN Maulana Malik 

Ibrahim, Malang, 2012) 
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diminta atau dituntut oleh penggugat dalam petitum, dan penetapan ahli 

waris beda agama. Dalam amar  putusannya   hakim telah memutuskan 

bahwa tergugat IV Rinaldi CH. Bin Djainun (agama kristen) adalah ahli 

waris dari alm. Entis nawati  binti Djainun. Disini hakim telah memutuskan 

hanya berdasarkan kesepakatan para pihak tanpa ada dasar hukum yang 

menguatkan putusannya.
18

 

Karya Septian Mufidah tahun 2011, mahasiswa jurusan al-Ahwal al- 

Syakhshiyyah Fakultas syar’iah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Surabaya Skripsi yang berjudul ‚Pengadilan Agama Bontang Kalimantan 

Timur (Penetapan no:15/pdt.p/2010/pa.btg‛. ‛.Dalam skripsi ini, penulis 

menyatakan bahwa pembagian harta waris  dalam  kawin beda agama 

dalam  perkara no:15/pdt.p/2010/pa.btg. dalam penetapanya tersebut di 

jelaskan bahwa seorang laki-laki muslim  telah menikahi seorang wanita 

non muslim yang beragama kristen. Hakim  pengadilan agama bontang  

kalimantan  timur  menetapakan  pembagian atas suami yang seorang 

muslim menerima bagian atasnya dari istri berdasarkan kewarisan islam ½ 

bagian karena dikarenakan  mereka  tidak  mempunyai  keturunan. Dalam 

penetapan tersebut majelis hakim memberikan pertimbangannya mengenai 

tidaklah saling mewarisi anatara orang muslim dan dan orang kafir atau 

sebalinya, dan tidak saling mewarisi antara penganut agama yang berbeda. 

Serta dengan memakai kaidah ushul fiqh hukum itu bisa berubah dengan 

                                                 
18

 Istiarini Cahyaningsih,  ‚Analisa Putusan Pengadilan Agama Depok Tentang Ahli Waris Beda 

Agama dan Perkara Yang Diputus Secara Ultra Petita: Perkara No. 318/Pdt.G/2006/PA.Dpk‛, 

(skripsi-- UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011) 
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berubahnya keadaan dan waktu demikaan majlis hakim memberikan 

pertimbanganya.
19

  

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, fokus 

penelitian ini berbeda dengan penelitian  sebelumnya. Hal  yang menjadi 

perbedaan adalah penelitian lebih menitik beratkan pada pertimbangan 

hukum dan dasar hukum yang dipergunakan hakim  dalam  menetapkankan  

ahli  waris beda agama di Pengadilan Agama Surabaya Perkara No: 262/ 

Pdt.P/2010/ PA.Sby. 

E. Tujuan penelitian 

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama 

Surabaya dalam parkara No: 262/Pdt.P/2010/PA.Sby tentang 

permohonan Penetapan Ahli Waris Beda Agama. 

2. Untuk menganalisis Dasar hukum hakim  Pengadilan Agama Surabaya 

dalam dalam parkara No: 262/Pdt.P/2010/PA.Sby tentang permohonan 

Penetapan Ahli Waris Beda Agama. 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran bagi disiplin ilmu secara umum dan sekurang-kurangnya dua 

aspek, yaitu : 

1. Secara teoritis bahwa hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum waris. 

                                                 
19

 Septian Mufidah , ‚Study Analisis Terhadap Penetapan Majelis Hakim Tentang Pembagian 
Harta Waris Dalam Kawin Beda Agama Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur 
Penetapan No:15/Pdt.P/2010/Pa.Btg‛,  (Skripsi--UIN sunan ampel,  Surabaya,, 2011) 
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2. Secara praktis bahwa hasil penelitian ini diharapakan dapat berguna 

bagi masyarakat pengguna khususnya di bidang hukum waris. 

G. Definisi Operasional 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan 

kesalah fahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan 

beberapa konsep yang ada dalam judul skripsi ini. Konsep tersebut adalah: 

Analisis yuridis                  :  Suatu penguraian hukum atas perudang-undangan yang 

berlaku.
20

 Dalam pembahasan ini penulis akan 

menganalisis putusan No: 262/Pdt.P/2010/PA.Sby. 

tentang penetapan ahli waris beda agama dengan 

ketentuan, KHI tentang waris Pasal 171 huruf b, c 

dan hukum waris Islam 

Ahli waris beda agama :  Ahli waris yang tidak beragama Islam dan 

dinyatakan  terhalang untuk menerima hak waris 

dari pewaris muslim. 

H. Metode Penelitian 

1. Data yang dikumpulkan 

 Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka 

dalam penelitian ini data yang dikumpulkan: 

a. Data tentang pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama 

Surabaya dalam perkara No: 262/Pdt.P/2010/PA.Sby. Tentang 

Penetapan Ahli Waris Beda Agama.  

                                                 
20

 I.P.M Ranuhhandoko, Terminologi Hukum (Inggris –Indonesia), (Jakarta: Sinar Grafika, 

Cet. 3, 2003), 363. 
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- Kartu tanda penduduk  para pemohon 

- Kutipan akte nikah para pemohon 

- Kartu keluarga para pemohon 

- Surat keterangan kematian pewaris 

- Sertifikat tanah hak milik pewaris 

- Keterangan saksi 

b. Data tentang dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Surabaya 

perkara No: 262/Pdt.P/2010/PA.Sby. Tentang Penetapan Ahli Waris 

Beda Agama.  

-   Yurispudensi Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995  

-   Yuripudensi Nomor 51 K/Ag/1995 

2.  Sumber Data 

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa 

sumber data primer dan sekunder, yaitu : 

a. Sumber data primer  

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para Hakim dan 

panitera Pengadilan Agama Surabaya yang menetapkan perkara No: 

262/Pdt.P/2010/PA. Sby Tentang Penetapan Ahli Waris Beda Agama. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah ketentuan 

perundangan-undangan dan bahan pustaka yang berhubungan dengan 

masalah yang akan penulis bahas, di antaranya: 

1) Salian Putusan No: 262/ Pdt.P/2010/PA.Sby. 
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2) Ketentuan-ketentuan KHI  tentang waris 

3) Undang-undang no 3 tahun 2006 pasal 49 tentang peradilan agama 

4) M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Aacara Peradilan 

Agama, Jurnal Badilag.net ‚perlakuan waris islam non muslim‛ 

oleh: Lanka asmar,S.H.i, M.H. 

5) Jurnal Mimbar hukum‛pembaharuan hukum terapan peradilan 

agama di bidang waris‛ oleh : drs. suhadak,SH,.MH. 

6) Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini. 

 

3.  Teknik pengumpulan data 

Untuk mempermudah dalam mendapatkan data, penulis 

mengunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Studi Dokumen (dokumenter)  

Studi Dokumen atau dokumenter ini dilakukan dengan cara mengkaji 

dan menelaah atas dukumen yang berupa salinan putusan Pengadilan 

Agama Surabaya No: 262/Pdt.P/2010/PA.Sby. Tentang Penetapan 

Ahli Waris Beda Agama kemudian dianalisis dengan undang-undang  

terkait guna untuk menjawab atas pertimbangan hukum dan dasar 

hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. 

b. Wawancara (interview) 

Wawancara atau interview ini penulis mengadakan tanya jawab 

langsung dengan hakim Pengadilan Agama Surabaya untuk 

memperoleh informasi tentang pertimbangan hukum dan dasar 

hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara No: 

262/Pdt.P/2010/PA.Sby. Tentang penetapan ahli waris beda agama. 
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4. Teknik analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah teknik 

deskriptif verifikatif dengan pola pikir deduktif dan induktif. 

a. Teknik Deskriptif Verifikatif  

teknik yang digunakan untuk  menggambarkan secara sistematis, 

faktual, dan akurat data yang diteliti, kemudian dikonfirmasikan 

dengan data litelatur. Konfirmasi data lapangan  dengan data literatur 

merupakan cara kerja verifikatif untuk menganalisis terhadap putusan 

Pengadilan Agama Surabaya No: 262/Pdt.P/2010/PA.Sby.  tentang 

penetapan ahli waris beda agama, apakah putusan tersebut  sudah 

sejalan dengan ketentuan KHI tentang waris dan hukum waris islam 

atau sebaliknya. 

b. Pola pikir  Deduktif 

Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang menggunakan KHI tentang 

waris dan hukum waris islam sebagai acuan untuk menganalisis hasil 

penelitian yaitu pertimbangan hukum dan dasar hukum yang di 

gunakan hakim Pengadilan Agama Surabaya No: 

262/Pdt.P/2010/PA.Sby.  tentang penetapan ahli waris beda agama. 

c. Pola pikir Induktif  

Pola pikir induktif digunakan untuk menyatakan fakta-fakta atau 

kenyataan di lapangan yaitu pertimbangan hukum dan dasar hukum 

yang digunakan hakim Pengadilan Agama Surabaya No: 

262/Pdt.P/2010/PA.Sby. tentang penetapan ahli waris beda agama, 

yang selanjutnya digenerlasikan sebagai kesimpulan. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis menyusun dalam 

lima bab, dimana dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu: 

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi  tentang latar belakang 

masalah, identifikasi masalah,  pembatasan  masalah, rumusan masalah, 

kajian pustaka, tujuan penelitian,  kegunaan hasil penelitian, definisi 

operasional, metode penelitian, dan  sistematika pembahasan. 

Bab kedua, landasan teori mengenai Ketentuan tentang Waris 

Dalam Islam yang  meliputi: Pengertian waris, dasar hukum,  syarat dan 

rukun waris,  sebab-sebab  mendapat waris,  sebab-sebab halangan mendapat 

waris dan hukum ahli waris beda agama.  

Bab  ketiga, adalah deskripsi hasil penelitian yang meliputi sekilas 

tentang gambaran umum Pengadilan Agama surabaya (sejarah, wilayah 

yuridiksi, kompetensi serta struktur pengadilan), deskripsi perkara Penetapan 

Ahli Waris beda agama No: 262/Pdt.P/2010/PA.Sby, pertimbangan hukum 

dan dasar hukum Pengadilan Agama surabaya No: 262/Pdt.P/2010/PA. Sby  

Bab keempat, berisi tentang Analisis terhadap Putusan Pengadilan 

Agama surabaya No: 262/Pdt.P/2010/PA.Sby. tentang Penetapan Ahli Waris 

beda agama terdiri atas: Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan 

Agama Surabaya dalam Perkara No: 262/Pdt.P/2010/ PA.Sby Tentang 

Penetapan Ahli Waris Beda Agama dan analisis Dasar hukum hakim 
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Pengadilan Agama Surabaya dalam parkara No: 262/Pdt.P/2010/PA.Sby. 

tentang Penetapan Ahli Waris Beda Agama 

Bab kelima, yang  merupakan  bab terakhir yang berisi tentang 

kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis 

 

 


